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“ PENCABUTAN PERA'IURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKATH
T - “PACITAN TENTANG PAJAK DAERAH

e 'Di:ﬁdANRAHM"' "ATTUH" AN YANGMAHA”ESA o
 BUPATIKEPALA DAERAH TINGKAT I PACITAN |

: . '.Memlobag a bahwa deagna teldn dntemkmmya Uodaag-undang Nomor 18 Talnm 1997 - o
’ - . - tenteng Pujak Daench dan Refribuai Daersh, Peraturan Daerah Kabupaten o
'_ Daerah'l"ngkatlltentangPagahperlu dladakanpenyesumaa ORI = ',
h hahwagmpenyommmPerﬂmDmhaebagmmmadmﬂmudpadnhmf o
. adiatag, maka perlu mencabnt Peraluran Daersh tentnng Pﬂjﬂt Daerah dengan
memnnglmndalmnPerahlm Daerﬂ:. s .

" Mengingat ¢ 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang ‘Pubeniukaa Daerah-daerah -
L KablpatendalamlmglamngropmmeTnmr . _ -

T2 Undang-mdm Nomor 5 Tahnn 1974 tentang Pokok-pokok Pememlahan di .
. Daersh, (Lemlmn Negara Talmn 1974 Nomor 38, Tambahan Lembarm
o NegnraNomorSOS?), , , T
R ) -Undang-undmg Nomor 18 Tahin 1997 tenlnng Pa_;ak Damh dan Relnbuni
" Daersh (Lembaran Negara Talum - 1997 Nomor 41, Tambahnn Lembaran
NegarnNomorSGBS). e . . .
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S 4 Peramran Pemenotah Nomor 19 talmn 1997 teutang Pa_;ak Daerah

. 5 Kepumsan Menteri Dnlnm Negen Nomor 84 Talmnl993 tentang bentuk R
Lo PeramranDaernh dan thnaaDaerah Pembahmmya )

.‘6.. Kepmmm Menteri Dalam Negen Nomor * 85 Tdum 1993 tentnng o

"L,f-' : .- Peogundaugan Peraturan Daerah dan atnu Kepumsan Kepala Damh Lewat o
- \ I Tenggang Waldu Peogesahnn . Co

g : 7. Insl:nkm Menten Dalam Negen Nomor 31 Tamm 1998 tentang Penylmman'
o kemball Perahlran Dacrah _ .

.- & Ins!nksl Metlen Dalam Negen Nomor 10 Tahlm 1998 tentang Pencabutnnl o

S PemmranDaethmgkatIdm Tlngkntlltetﬂanquak Dnerah dnnRelnbtml :
-f_‘Daerah. o R 1* -
Dengan pmem_lunn Dewan Perwnknlan Rnkyat Daerah Knbnpnten Damh 'I’mglmt I
Pacltnn. S ST _ _ . . ‘_ ‘ _i
’ '. l : 1 '
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PERATURAN DAERA]I KABUPATEN DAERAXI TINGKAT I PACITAN '
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAI KABUPATEN

- DAERAI TINGKATII PA CITAN TENTANG PAJAK DAERAH. '
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Dengan Peraturan Daerah ini dmyatakan dicabut dan tidak berlaku: lagi
Peraturan Daerah Kabupaten Daersh ngkat lI Pacitan tentang Pajak Daerah :

- yangterdmdan

g Peraturan Daerah ini mulal berlaku sejak tanggal dmndangkan dan berlaku surut_

1. Perahn‘an Daerah Nomor h Tahlm 1956 tentang Pajak Pendaﬂaran-

- Perusahaaa dengan segala Perubahannya ;

2. Peraturan Daersh Kabupaten Daerah Tingkat II Pac:tan Nomor 1 Tahun
.. 1969 tentang Pajak Bangsa Asing; - . _

*3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II Pacitan Nomor 3 Tahun
* 1973 tentang Pajak Radio dengan segala perubahannya ;

. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun

- 1983 tentaog Pnjak Anjing ;
S. Peraturan Daersh Kabupaten Daersh Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun
- 1983 tentang Pajak Penjualan Minuman yang mengandung Alkhohol dengan
. segala permbahanmya;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Pacitan Nomor § Tahun

1983 = tentang Pajak - Kendaraan T:dak Bennotor  dengan segala
perubaharmya

- 7. Peraturan Daersh Kabupaten Daerah T'ngkat I Pac:tan Nomor 2 Tahun

- 1987 tentang Pajak Potong Ternak ; .
8. Peraturan Daerah Daerzh Kabupaten Daerah ngkat II Pacitan Nomor 14
Tahun 1990 tentang Pa;ak Penyelenggaraan Bola Sodok ( Blllyard] 3

Pasal2 5

J

mulal tanggal 23 Mel 1998.

Agar setlap orang dapat mengetahm memerintahkan pengundangan Perahn‘an
Daerah ini dengan menempaﬂcannya dalam Lembaran Daersh Kabupaten Daerah
ngkat it Pac itan
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Ditetapkan di Pacitan
padatanggal 17 Juni 1998
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o '~ PENJELASAN
1 .~ ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I PACITAN
! NOMOR 21 TAHUN 1998

TENTANG

. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH mUPATEN DAERAH TINGKAT I
~ PACITAN TENTANG PAJAKDAERAH '

L . PENJELASAN UMUM :
Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1S tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 talun 1997

. tentang Pajak Daerab, jenis-jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah
Daerah terdini atas 6 ( enam ) jenis Pajak. Dengan adamya batasan tersebut, maka
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Peraturan Daerab-Peraturan Daerah tentang

. Pajak Daerah yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dan mencabut
Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang tidak gesuai dengan
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997. Untuk itu, melalui Perahmran Daerah im dilakukan
pencabutan terhadap Peraturan Daerah-Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah acbagai
tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
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